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ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk berdasarkan
ketentuan Pasal 24 C, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya dirinci di dalam Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ide pembentukan Mahkamah
Konstitusi diadopsikan ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sejak
ditetapkannya peruban ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2001.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi di satu sisi sangat menggembirakan
sebagai salah satu penegak keadilan, akan tetapi di sisi lain ada beberapa pasal
yang masih menimbulkan polemik. Diantaranya adalah di dalam Pasal 7B ayat %)
dan ayat (7).

Berdasar Pasal 7B ayat (5) diperoleh pemahaman, bahwa Presiden
dan/atau Wakil Presiden terbukti melanggar hukum setelah diproses oleh
Mahkamah Konstitusi maka akibat hukumnya Presiden dan/atau Wakil Presiden
secara politis dapat diberhentikan oleh MPR. Akan tetapi ketika dibawa ke sidang
paripurna MPR (berdasarkan Pasal 7B ayat (7) dapat terjadi mayoritas anggota
MPR menolak pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden).

Bila ini terjadi dalam pratek ketatanegaraan berarti keputusan politik
MPR mengabaikan keputusan hukum yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah
Konstitusi. Hal ini jelas tidak sejalan dengan prinsip negara hukum yang dianut
oleh konstitusi Indonesia. Dengan adanya polemik yang ada dibeberapa pasal
mengenai Mahkamah Konstitutsi maka penyusun tertarik meneliti lebih lanjut.
Lebih-lebih tentang kedudukan, wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi
di Indonesia dalam perspektif hukum Islam.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan
historis-normatif. Pendekatan historis penyusun gunakan dalam rangka
meneropong  sejarah lahirmya Mahkamah Konstitusi di Indonesia yang
keberadaannya merupakan lembaga peradilan baru. Sedangkan pendekatan
normatif penyusun gunakan untuk melihat aturan hukum tentang peradilan dalam
Islam baik melalui al-Qur’an, Hadis, dan kaidah-kaidah Ushuliyah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi
di Indonesia menempati posisi sentral dan strategis. Selain itu kedudukan
Mahkamah Konstitusi sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah SAW., dan
tujuan hukum Islam (magqasid al-syari’ah), yaitu bagaimana menegakkan
keadilan, keamanan, ketentraman dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat.

Pada awal sejarah peradilan Islam belum ada wewenang dan kewajiban
bagi peradilan Islam sebagaimana wewenang dan kewajiban Mahkamah
Konstitusi di Indonesia.-Karena waktu itu belum dikenal adanya partai politik,
perailihan umum, DPR dan lembaga tinggi negara yang bermacam-macam seperti
sekarang. Disamping itu, persoalan-persoalan yang muncul tidak begitu komplek
pada awal Islam. Semua persoalan masih tergantung pada khalifah. Akan tetapi
subtansi dari wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi di Indonesia
dengan wewenang peradilan pada awal Islam adalah sama, yaitu untuk
menegakkan keadilan, keamanan, ketentraman dan kedamaian di tengah-tengah
masyarakat.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan
pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan RI Tanggal 10 September No. 158 dan No. 0543 b/U/1987.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Hui’uf Arab Nama Hu.ruf Latin Keterangan
Y Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba® | B Be
< Ta’ T Te
Sa’ Es (titik di atas)
Jim Je
z Ha : - . | Ha (titik di bawah)
& Kha T B Ka dan ha
: Dal De
3o 4 “zal j A 7 Zet (titik di atas)
S| kUG K Er
J o Zai V4 < Zet
Es
Es dan Ye
Es (titik di bawah)
De (titik di bawah)
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Lo Ta - T Te (titik di bawah)
- | Za | Zet (titik di bawah)
‘Ain Koma terbalik (di atas)
& Gain “ AMG ” - _ Ge
A .' Fa’ F Ef
T | Qaf Qi
a Kaf Ka
d Lam El
¢ Mim Em
Nun En
Wau We
Ha’ Ha
Hamzah Apostrof
Ya Ye

B. Konsonan Rangkap
Konsonan rangkap yang disebabkan Sy&ddah ditulis rangkan:
Contoh:  J7¥ ditulis nazzala.

e ditulis bikinna.
C. Vokal Pendek

Fathah ( ___) ditulis a, Kasrah ( _._) ditulis i, dan Dammah ( ) ditulis u.

Contoh: 2l ditulis ahmada.
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G ditulis rafiga

rlw ditulis saluba.

D. Vokal Panjang
Bunyi a panjang ditulis a, bunyi [ panjang ditulis I dan bunyi u panjang ditulis u,
masing-masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya.
1. Fathah + Alif ditulis a
L ditulis fa/a
2. Kasrah + Ya’ mati ditulis i
-Sbw  ditulis misag
3. Dammah + Wawu mati ditulis u

Jsal  ditulis usu?

E. Vokal Rangkap
1. Fathah + Ya’ mati ditulis ai
a3V ditulis azZubaili
2. Fathah + Wawu mati ditulis au

Ssk  ditulis faugq.

F. Ta’> Marbutah di Alfhir Kata
Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’
marbutah itu ditransliterasikan dnegan ha/h.

Contoh : Liall iy ditulis Raudah al-Jannah.
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(;. Hamzah

1.

Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang
mengiringinya.

ol ditulis inna

Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( * ).

shys  ditulis war’un

Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai
dengan bunyi vokalnya.

<, ditulis rabd’ib

Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang
apostrof (*).

0sub ditulis t2khuzina.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1.

Bila diikuti huruf gamariyah ditulis al.

s_al  ditulis akBaqgarah.

Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf .\ diganti dengan huruf syamsiyah yang
bersangkutan.

olaill  ditulis an-Nisa’.

Catatan: yang berkaitan vdengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan dengan yang

berlaku di sana seperti: Kazi (qadi).
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan negara yang diperparah dengan menyimpang dari
ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengakibatkan
ketidakseimbangan  kekuasaan  di  antara lembaga-lembaga  negara.
Ketidakseimbangan ini terlihat dari corak kekuasaan presiden yang berlebihan dan
absolut. Hal ini karena tidak berfungsinya lembaga-lembaga negara lainnya
sebagaimana mestinya.’

Fenomena keberadaan Mahkamah Konstitusi (Constitusional Court) itu
sendiri, di dalam dunia ketatanegaraan dewasa ini, secara umum memang dapat
dikatakan merupakan sesuatu yang baru. Di seluruh duria Mzhkamah Konstitusi
hanya dikenal di tujuh puluh delapan negara. Mahkamah konstitusi menjadi trend
terutama di negara-negara yang baru mengalami perubahan rezim dari otoritarian

ke rezim demokratis.’

?  Fatkhurohman dkk.,  Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia
(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.1.

* Jimly Asshidigie, “Mahkamah Konstitusi: Fenomena Hukum Tata Negara Abad ke-20,”
makalah disampaikan pada diskusi terbatas KRHN, Jakarta, 18 Juni 2002, him.1-2. Diantara ke- 78
negara ini adalah: Afrika Selatan, Afrika Tengah, Albania, Aljazair, Andrra, Angola, Armenia,
Austria, Azerbaiyan, Bahrain, Belgia, Belansia, Benin, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria,
Burundi, Cambodia, Chile, Colombia, Coromos, Congo, Cote d’Ivorie, Crotia, Cyprus, Czeehs,
(Ceko), Djibouti, Ecuador, Gabon, Georgia, Guetama, Hongaria, Indonesia, Italia, Jerman,
Kazakhstan, Kore Selatan, Kuart, Kyrgyztan, Latvia, Lebanon, Lithuania, Luxembourg, Macedonia,
Madagascar, Mali.Malta, Maroko, Mauritania, Mesir, Moldova Mongolia, Mozambique, Naplal,
Perancis, Peru, Polandia, Portugal, Romania, Rusia, Rwanda, Senegal, Slovenia, Spayol, Sri Lanka.



Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan
pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul pada abad ke-20.
Lembaga ini menurut ilmu hukum tata negara merupakan lembaga pengawal
konstitusi (the guardi;zn of the constitution) dan penafsir konstitusi (the interpreter
of the constitusion).*

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk berdasarkan ketentuan
Pasal 24 C, pasal 24 ayat (2) Undang:Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Selanjutnya  dirinci di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Kbnstitusi. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi
diadopsikan ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sejak ditetapkannya
perubahan ketiga UUD 1945 pade tahun 2001.°

Ini berarti, berdasarkan Amandemen UUD 1945 itu kekuasaan kehakiman
menganut sistem bifurkasi (bifurcation system) di mana kekuasaan kehakiman
terbagi ke dalam dua cabang, yaitu cabang peradilan biasa (ordinary court) yang
berpuncak pada Mahkamah Agung (MA) dan cabang peradilan yang mempunyai
wewenang constitutional review atas produk perundang-undangan yang dijalankan

oleh Mahkamah Konstitusi.®

* Jimly Asshiddigie dkk., Satu Tahun Mahkamah Konstitusi Mengawal Konstitusi Indonesia
(Jakarta: Buku II Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Mahkamah Kontitusi, 2003-2004), him.3.

* Jimly Asshiddigie, “Mengenal Mahkamah Konstitusi,” makalah disampaikan pada Diskusi
Terbatas KRHN, Jakarta, 2002, him.1.

¢ Abdul Hakim G Nusantara, “Mahkamah Konstitusi: Perspektif Politik Dan Hukum,”

Kompas (Selasa, 24 September 2002), him.5.



Pada pokoknya, pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) perlu dilakukan
karena bangsa kita melakukan perubahan mendasar atas UUD 1945”. Dalam
rangka perubahan pertama sampai perubahan ke@mpat UUD 1945, maka perlu
adanya prinsip pemisahan kekuasaan dan ‘checks and balances’ sebagai pengganti
sistem supremasi parlemen yang berlaku sebelumnya. Sebagai akibat dari
perubahan tersebut, maka perlu diadakan mekanisme untuk memutus sengketa
kewenangan yang mungkin terjadi ;mtara lembaga-lembaga yang mempunyai
kedudukan yang satu sama lain bersifat sederajat yang kewenangannya ditentukan
dalam UUD yang selanjutnya dipegang oleh Mahkamah Konstitusi.®

Keberadaan Mahkamah Konstitusi di satu sisi sangat menggembirakan
sebagai salah satu penegak keadilan, akan tetapi di sisi yang lain ada beberapa
pasal yang masih menimbulkan polemik. Diantaranya adalah di dalam pasal 7B
ayat (5).

Pasal tersebut berbunyi™ apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa
Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa
penghianatan terhdap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya,
atau perbuatan tercela dan/atau-terbukti'bahwa presiden tidak lagi memenuhi
syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat

menyelenggarakan sidang paripuma untuk memutuskan usul pemberhentian

7 Yimly Asshiddigie, “Mengenal..., him.2.

8 Ibid, him.3.



Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat”.
Lebih lanjut pasal 7B ayat (7) perubahan ketiga, menegaskan bahwa” keputusan
Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian presiden d_an/atau
Wakil Presider-1 harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan
Rakyat yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

Dari pasal 7B ayat (5) diperoleh pemahaman, bahwa presiden dan/atau
Wakil Presiden terbukti melanggar .hukum setelah diproses oleh Mahkamah
Konstitusi maka akibat hukumnya Presiden dan/atau Wakil Presiden secara politis
dapat diberhentikan oleh MPR. Akan tetapi ketika dibawa ke sidang paripurna
MPR (berdasarkan pasal 7B ayat (7) dapat terjadi mayoritas anggota MPR
menolak pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Bila ini terjadi dalam praktek ketatanegaraan berarti keputusan politik
MPR mengabaikan keputusan hukum yang telah dijatulikan oleh Mahkamal
Konstitusi. Hal ini jelas tidak sejalan dengan prinsip negara hukum yang dianut
oleh konstitusi Indonesia; Dengan’ adanya polemik yang ada di beberapa pasal
mengenai Mahkamah Konstitusi maka penyusun tertarik meneliti lebih lanjut.’

Mahkamah Konstitusi karena tergolong lembaga baru, maka pada masa
awal Islam yaitu pada masa Rasulullah dan Khalifah belum dikenal adanya
lembaga peradilan ini. ‘Tetapi, secara subtansial peradilan pada masa Rasulullah

maupun para sahabat telah ada walaupun masih cukup sederhana. Bahkan pada

® Kamsi, “Mahkamah Konstitusi dan Kemungkinan Hukum Aéaxanya,” dalam Asy-Syir'ah,
Vol. 36, No.II, ( 2002), .hlm. 24-25



saat itu para sahabat sepakat untuk menegakkan peradilan di lingkungan
masyarakat, karena mereka beranggapan bahwa menegakkan peradilan adalah
kewajiban yang ditetapkan dan sunnah yang harus diikuti.'®

Bertolak dari uraian tersebut di atas, maka penelitian ini akan mencoba
menelusuri kedudukan, kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi secara
komprehensif serta akurat yang selanjutnya akan dipotret melalui perspektif
hukum Islam. .

B. Pokok Masalah

Untuk memperjelas permasalahan yang akan diteliti, maka penelitian ini
difokuskan pada perumusan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana kedudukan, kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi di
Indonesia?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap kedudukan, kewenangan dan
kewajiban Mahkamah Konstitusi di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Untuk mendeskripsikan tentang kedudukan, kewenangan dan kewajiban

Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

v

' Muhammad Salam Madkur, A/-Qodo’ Fi Al-Isiim (ttp:Dar An-Nahdah Al-Arabiyah,
1964), him.12.



b. Untuk menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap kedudukan,
kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi di Indonesia.
2. Kegunaan Penelitian

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman
tentang keberadaan Mahkamah Konstitusi yang eksistensinya relatif baru.

b.  Penelitian ini dapat memberikan konstribusi positif terhadap pembaharuan
dan pengembangan sistem hukum dan khususnya sistem peradilan di
Indonesia.

¢. Penelitian irni memberikan konstribusi positif bagi kaum intelektual yang
selalu gelisah untuk meneliti hal-hal yang berkenaan dengan peradilan
yang selalu mengalami perubahan sesuai dengan perubahan dan tuntutan
zaman dan kebutuhan masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Dalam rangka mendukung penelitian ini, maka penyusun berusaha
melakukan penelusuran terhadap berbagai karya-karya ilmiah baik yang berbentuk
buku, jurnal, makalah ilmiah dan lain-lain yang mempunyai relevangi dengan
penelitian ini.

Sepanjang pengetahuan penyusun karya-karya yang membahas tentang
Mahkamah Konstitusi tergolong relatif sedikit di samping lembaga ini relatif baru.

~ Apalagi karya-karya yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi di dalam

kacamata hukum Islam secara khusus bisa dikatakan belum ada. Tetapi ada



beberapa buku dan makalah yang dapat dijadikan rujukan atau inspirasi dalam
penelitian ini.

Antara lain adalah karangan Fatkhurohman dkk, dalam karyanya
“Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia”. Di dalam buku ini
dijelaskan tentang wewenang, kedudukan, fungsi dan peran, asas-asas pada hukum
acara serta disinggung pula tentang keberadaan Mahkamah Kontitusi di luar
negeri."’ .

Jimly Asshiddiqie dkk, dalam karyanya “Satu Tahun Mahkamah Konstitusi
Mengawal Konstitusi Indonesia”. Dalam buku ini dipaparkan tentang sejarah,
kedudukan, tugas, wewenang, kewajiban, visi-misi serta susunan hakim konstitusi.
Selanjutnya di dalam buku ini pula dipaparkan tentang pelaksanaan tugas,
wewenang, kegiatan pendukung, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi.'

Kedudukan Mahkamah ~ Konstitusi Dalam = Struktur ~ Ketatanegaraan
Indonesia, makalah karya Jimly Asshiddiqie. Makalah ini disampaikan di kuliah
umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Makalah ini
memaparkan tentang kedudukan kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Di samping
itu di dalamnya juga dibahas tentang bagaimana hubungan Mahkamah Konstitusi

dengan Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden atau

! Fatkhurohman dkk., Memahami Keberadaan Mahkmah Konstitusi Di Indonesia (Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti, 2004).

2 Jimly Asshiddigie dkk., Satu Tahun Mahkamah Konstitusi Mengawal Konstitusi Indonesia
(Jakarta: Buku II Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Mahkamah Kontitusi, 2003-2004).



pemerintah. Selanjutnya di dalamnya juga membahas tentang susunan organisasi
Mahkamah Konstitusi serta mempertanyakan mengapa Mahkamah Konstitusi
perlu dibentuk.'?

Selanjutnya adalah karya Jimly Asshiddigie yang lain vyaitu “Makkamah
Konstitusi: Fenomena Hukum Tata Negara Abad Ke-20", makalah yang
disampaikan pada diskusi terbatas KRHN ini memuat dan memotret Mahkamah
Konstitusi sebagai fenomena hukum abad ke-20. Selanjutnya di dalam makalah ini
diterangkan enam model Mahkamah Konstitusi. Ada yang mengikuti model atau
pola Austria, Prancis, Belgia,‘Amerikat Serikat, Venezuella, dan negara-negara
komunis."

Penelitian ini tidak lepas dari karya-karya tulis lain yang berkaitan dengan
penelitian ini, akan tetapi yang membedakan dari pada karya-karya yang lain
adalah terletak pada kacamata atau perspektif yang penyusun pakai yaitu
perspektif Hukum Islam. Sementara karya-karya yang lain belum ada yang
menjadikan Hukum Islam sebagai titik, tolak untuk. meneliti- kedudukan dan

kewenangan serta kewajiban Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

—

Jimly Asshiddigie, “Kedudukan Mahkamah Kostitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan
Indonesia,” makalah disampaikan pada Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret,
Surakarta, 2 September 2004.

14 Jimly Asshiddigie, “Mahkamah Konstitusi: Fenomena Hukum Tata Negara Abad ke-20,”
makalah disampaikan pada Diskusi Terbatas KRHN, Jakarta, 18 Juni 2002.
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E. Kerangka Teoritik

Hukum Islam adalah merupakan aturan keagamaan yang mengatur perilaku
kaum Muslimin dalam keseluruhan aspeknya dikarenakan karakteristiknya serba
mencakup semua persoalan sehingga hukum Islam menempati posisi sentral di
tengah-tengah ummat Islam. Bahkan sejak awal hukum Islam telah dianggap
sebagai pengetahuan par—exelen-suatl{ posisi yang belum pernah dicapai oleh
teologi. ltulah sebabnya para pengamat barat menilai bahwa “adalah mustahil
memahami Islam tanpa memahami hukum Islam."

Setiap sistem hukum mempunyai asas dan prinsip yang menjadi dasar
hukum itu. Hukum Islam mempunyai asas dan prinsip yang mendorong manusia
untuk menggunakan akal fikirannya, dan mengisi hidupnya dangan amalan-amalan
yang baik dan berguna sejalan dengan fitrah manusia yang sehat.'® Diantara asas
hukum Islam adalah mewujudkan keadilan, karena menurut Islam manusia adalah
sama, baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum. Tidak ada perbedaan
karena keturunan, pangkat, kekayaan, atau kedudukan sosialnya.'’ Sementara
prinsip hukum Islam diantaranya adalah persamaan dan keadilan. Artinya bahwa

memperlakukan manusia sama di hadapan Allah dan di hadapan hukum dan

' Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law (London: Oxford at the Clarendon Press,
1971), him. 1.

16 Masjfuk Zuhdi, Pengantar Hukum Islam,cet. ke-2 (Jakarta: PT. Inti Idayu Press, 1990),
him. 21.

7 Ibid., hlm. 31.
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pemerintahan. Tidak ada diskriminasi karena perbedaan bangsa, suku, bangsa
bahasa, jenis kelamin, agama dan kepercayaan, adat-istiadat, dan sebagainya.'®

Tujuan hukum Islam tidak terbatas kepada lapangan mate_riil yang bersifat
sementara, karena faktor-faktor individu, masyarakat dan kemanusiaan pada
umumnya selalu diperhatikan dan dirangkaikan satu sama lain, dan dengan hukum
Islam dimaksudkan agar kebaikan mareka semua dapat terujud. Dalam lapangan
ibadah misalnya, shalat, puasa, zakat d.an haji, dimaksudkan untuk membersihkan
Jiwa dan mempertemukannya dengan Tuhan, = kesehatan jasmani dan kebaikan
individu maupun masyarakat  bersama-bersama melakukan hal-hal yang
bermanfaat dengan berbagai ragamnya."”

Hakikat hukum Islam sebenarnya adalah untuk menjamin kemashlahatan
manusia agar mendapat kebahagiaan di dunia dan akhairat. Kemashlatan ataupun
kebaikan yang dimaksudkan di dunia ini, berarti kesejahteraan lahir batin, sandang
pangan, papan (rumah), pendidikan serta lingkungan yang aman dan ketentraman
di tengah-tengah masyarakat.”

Salah satu konsep penting dalam hukum' Islam adalah konsep magasid al-

syari’ah yaitu tujuan ditetapkannya hukum Islam. Inti dari konsep magasid al-

18 Ibid., hlm. 36.

' A. Hanafi, Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam,cet. ke-7 (Jakarta: PT. Bulan Bintang,
1995), hlm. 12-13.

2 Muhammad Noor Mutdawam, Dinamika Hukum Islam, Tinjauan Sejarah

Perkembangannya (Yogyakarta: Yayasan Bina Karier LPSBIP, 1985), hlm. 35-36.
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syari’ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan
atau menarik manfaat dan menolak mudarat, istilah yang sepadan dengan inti dari
magqasid al-syari’ah tersebut adalah maslahat, Karena penetapan hukum dalam
Islam harus bermuara kepada maslahat.?!

Ibn Taimiyah berfatwa sebagai berikut:

3 ANG W B b W e B e b o o TG
229@\&&)55@\&__.7_-|Jj\}&\a:z-‘ﬂ\&|j}\‘slﬁdr:’i

Dalam hubungan ini, terlihat bahwa hukum Islam bukanlah sekedar
ketentuan yang dipaksakan dari luar masyarakat, karena lembaga peradilan yang
menguji berlaku atau tidaknya ketentuan hukum tersebut ditentukan oleh bentuk
kekuasaan di dalam masyarakat. Negara sebagai suatu organisasi kekuasaan
merupakan cerminan dari suatu realiltas sosial kekuasaan yang ada pada lembaga
peradilan tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan yang ada pada suatu negara. Oleh
karena itu menurut konsep figh, kekuasaan - peradilan merupakan-limpahan oleh
23

kekuasaan umum.

Dasar hukum lembaga peradilan dalam Qur’an dan al-Hadis, antara lain:

2 Amir Mu’allim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam,cet. ke-2 (Yogjakarta:

UII Press, 2001), him. 50.

Z Tbmu Taimiyah, al-Fatawa al Kubra, cet. ke-1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1987),

hlm. 555.

2 Al-Mawardi, al-Ahkam as-Sultaniyah (Mesir: Mustafa al Babi al-halabi, 1973), him. 63.
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Dalam ayat ini dapat diperhatikan bahwa Allah mewajibkan penyampaian
amanat kepada orang yang berhak menerimanya, kemudian mewajibkan supaya
menetapkan hukum terhadap umat manusia secara adil.

Fakhrurrazi dalam tafsirnya mengisyaratkan bahwa amanat itu merupakan
suatu perumpamaan, apala orang lain mempunyai hak. Maka wajib kamu berikan,
maka itulah amanat. Sedangkan hukum merupakan perumpamaan, apabila
seseorang diwajibkan untuk menyampaikan hak itu kepada orang lain, kemudian
kamu menyuruh orang yang diwajibkan untuk menyampaikan hak itu kepada
orang yang mempunyainya. Allah mendahulukan amanat baru setelah itu

menyebutkan perintah agar menghukum yang benar. %°
N GO o Ay i g (St e g B plign LBl el g 1y S gl ot Ll
200t 0 ghost 16 1 O 1 g 5 311415 Oy 148 ol O 5 g1 1 gn S Lok L g1 i | gl

Al-Qawwarn adalah sigat mubalagat dari gaim, sedangkan al-Qist adalah

al-Adlu, ini adalah perintah Allah bagi seluruh mukallaf agar benar-benar memilih

40

2 An-Nisa’ (4): 58

» Al-Fakhrurrazi, al-Taf3ir al-Kabir, cet. ke-2 (Taheran: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), him.

 An-Nisa’ (4): 135
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keadilan dan menjaga diri dari kedzaliman di samping menegakkan persaksian
mereka karena mengharap rida Allah.

Keadilan itu adalah sesuatu yang dituntut pada seorang pemimpin, terdapat
pada kisah Nabi Daud, yang pada waktu itu berkedudukan sebagai seorang raja, di

samping juga sebagai seorang Nabi. Ditegaskan di dalam al-Qur’an:

MYJ&QM&GLMG\&W@OWUEY\jﬁwt}é))bs\;\#sﬁl

ol ¢l gs J) Ut g

Dalam fragmen itu, Nabi Dawud sebagai seorang raja diminta oleh dua
orang yang nyelonong ke istana dengan memanjat dinding, memutuskan perkara di
antara dua orang berselisih, satu diantaranya dianggap berbuat zalim.?

Dilanjutkan dengan ayat berikutnya:
Ot O A e o Sl (g M &5 Vg G U Gu @S0 o W B Al Sdesr GY 5 iy
B o 1453 16 LA B A o o O gy

Seorang penguasa itu haruslah yang adil dan tidak mengikuti hawa nafsu.

Esensi dan azas pemerintahan adalah keadilan. Dalam al-Qur’an menggunakan

%’ Shaad (38): 22.
# M. Dawam Rahardjo, Ensiklopedi Al-Qur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep
Kunci, cet. ke- 1 (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 383.

% Shaad (38): 26.
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istilah al-haqq tentang keadilan. Unsur utama keadilan itu adalah al-haqq
(kebenaran).

Secara lebih spesifik, Nabi SAW. pada waktu itu menghadapi berbagai
golongan, orang-orang Arab musyrik (yang belum beriman), orang Nasrani dan
orang-orang Yahudi. Selain kaum musyrik, Nabi SAW. Selalu mengalami
kesulitan menghadapi orang-orang Yahudi. Di antara mereka ada yang
memutarbalikkan  kata-kata yang ;nereka baca dari tawrat, atau mereka
menyiarkan kabar bohong tentang Nabi SAW. Sebagai pemimpin umat yang
pluralis, Nabi tentu saja harﬁs bisa bertindak adil. Allah memberikan petunjuk

kepada Nabi SAW. sebagai berikut:
Sy ol oo o 125 Oy ot 2 B ol o WS S pelr OB o] B 1ST LIS RPEr
Pl (8 Of by g @St a0l g et

Dijelaskan di dalam ayat lain:

Pl ol 002 015y S a3l g oty sy W of

Sedangkan dasar al-Hadisnya adalah:
2t alh ot & Agrld oS 131 O ) Alh Dol ¢ dgemd (ST (S 131

A

*® Al-Ma’idah (05): 42.
*' Al-Hadiid (57): 25.

% Al-Bukhari, Sahib al-Bukhari bi Syarh an-Nawawi, “Bab al-Itisam”, (Beirut: Dar al-Fikr,
1981), XIII: 267, hadis riwayat al-Bukhari dari ‘Amr Ibn al-‘As,
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Dari dasar ayat dan hadis di atas para ulama ahli usul membuat kaidah:
s aVerifeny
Jadi dari kaidah usul ini dapat disimpulkan bahwa menegakkah keadilan

.. A ol 33
adalah wajib, maka membuat susunannya juga wajib.?

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), yaitu
suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari buku-buku.**Sedangkan

sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis®

* Muin Umar dkk., Usui FighI (Jakarta: Proyek Sarana PTA, 1986), him. 160.

* Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), him. 9.

% Deskriptif, berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala
atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala adanya
hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang
dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek
yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain
untuk memperoleh kejelasan. Sudarto, Metode Penelitian Filsafat (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1973), him.47-59.
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2. Pendekatan
Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan historis-
normatif.*® Pendekatan historis penyusun gunakan dalam rangka meneropong
sejarah lahirnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia yang keberadaannya
merupakan lembaga peradilan baru. Sedangkan pendekatan normatif penyusun
gunakan untuk melihat aturan hukum tentang peradilan dalam Islam baik
melalui al-Qur’an, Hadits, dan kaida;h-kaidah ushuliyah.
3. Pengumpulan Data
Data dikumpulkan dengan cara penelaahan pustaka yang sesuai dengan
pokok pembahasan. Sumber data primer lebih diutamakan yaitu yang berkaitan
dengan Mahkamah Konstitusi. Adapun data sekunder yaitu buku-buku ilmiah,
majalah, opini, jurnal dan lain-lain yang mendukung masalah tersebut.
4. Analisis Data
Setelah data terkumpul, maka penyusun melakukan analisis data secara

kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deduktif.*’

% Pendekatan historis’ dalam penelitian’ adalah prosedur pemecahan ‘masalah dengan

mempergunakan data/informasi masa lalu, yang dinilai sebagai peninggalan. Dengan metode ini dapat
diungkapkan kejadian atau keadaan sesuatu yang terjadi/berlangsung di masa laly, terlepas dari
keadaan sesuatu itu pada masa sekarang, disamping itu dapat pula diungkapkan kondisi sesuatu pada
masa sekarang. Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan dengan cara menyelidiki secara
mendalam peraturan, ketentuan-ketentuan doktrinal (Al-Qur’an dan Al-Hadits). Lihat Hadari Nawawi
dan Mimi Martini, Penelitian Terapan, cet. ke-2 (Yogyakarta: gadjah Mada University Press, 1996),
him214. dan Lihat, Hamdan, “Poligami Di Negara-Negara Muslim Kontemporer (Turki, Saudi
Arabia, dan Indonesia),” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
(2003), him.17.

%" Deduksi yaitu suatu proses berfikir di mana orang memulai dari pernyataan yang umum
menuju yang bersifat khusus. Lihat Hartono, Bagaimana Menulis Tesis?, cet. ke-1 (Malang:
Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), him.5.
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G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini, penyusun membagi menjadi beberapa bab:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang -
masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini bertujuan untuk mengajak
para pembaca lebih mudah memahami subtansi penelitian ini.

Kemudian bab kedua berisi tentang keberadaan Mahkamah Konstitusi di
Indonesia yang kemudian terbagi menjadi bebcrapa sub bab yang meliputi
pengertian, sejarah, kedudukan, wewenang, kewajiban, fungsi, peran dan susunan
Organisasi Mahkamah Konstitusi.

Bab ketiga berisi tentang keberadaan peradilan dalam Islam yang terbagi
menjadi beberapa sub bab, yaitu pengertian, kedudukan, dasar kukum, sejarah,
unsur-unsur, tugas dan wewenang.

Selanjutnya pada bab keempat. penyusun menganalisis  tentang
kedudukan, kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi di Indonesia dalam
perspektif Hukum Islam yang diramu oleh. penyusun setelah mendapat data-data
yang cukup akurat. Terakhir bab kelima merupakan penutup yang berisi

kesimpulan dan saran.






BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Mahkamah Kon;‘.titusi di. Indonesia menem-pati posisi
sentral dan strategis karena merupakan salah satu lembaga negara yang
melakukan  kekuasaan  kehakiman yang  merdeka  untuk
menyelenggarakan peradilan. guna menegakkan hukum dan kedilan.
Selain itu kedudukan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan perintah
Allah dan Rasulullah SAW, dan tujuan hukum Islam (magasid al-
syari’ah), yaitu bagaimana menegakkan keadilan, keamanan,
ketentraman dan perdamaian di tengah-tengah masyarakat. Keberadaan
Mahkamah Konstitusi di Indonesia posisinya sesuai dengan kaidan
usul figh yang artinya bahwa menegakkan keadilan adalah wajib, maka
membuat susunannya atau sistemnya juga wajib.

2. Dalam awal sejarah peradilan Islam belum ada wewenang bagi
peradilan Islam ‘sebagaimana wewenang Mahkamah ‘Konstitusi di
Indonesia. Karena waktu itu belum dikenal adanya partai politik,
pemilihan umum, DPR dan lembaga tinggi negara yang bermacam-
macam seperti sekarang. Disamping itu, persoalan-persoalan yang
muncul ke permukaan tidak begitu komplek 'pada awal Islam. Semua

persoalan masih tergantung pada khalifah. Akan tetapi substansi dari
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wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi di Indonesia dengan
wewenang peradilan pada awal Islam adalah sama, yaitu untuk
menegakkan keadilan, keamanan, kedamaian dan ketentraman di
tehgah—tengah masyakat.

B. Saran

Sangat penyusun sadari, banyak sekali kekurangan dalam skripsi
ini, disebabkan keterbatasan kemampuan penyusun dalam mengkaji
maupun memperoleh data.

Penyusun sarankan untuk melanjutkan  penelitian tentang
Mahkamah Konstitusi di Indonesia yang masih relatif baru. Banyak hal
yang belum diteliti tentang keberadaan Mahkamah Konstitusi ini,
misalnya tentang bagaimane pandangan hukum Islam terhadap
pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, selanjutnya
bagaimana pandangan hukum Islam terhadap. keberadaan hukum acara

Mahkamah Konstitusi.
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